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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

B.

1. Nama

2

. Npm

3. Tempat/Tanggal Lahir

4. Agama

. Jenis Kelamin

W

6. Status
7. Alamat

8. Nomor Telepon

Riwayat Pendidikan
SD Tahun 1996

SMP Tahun 1999

: Agus Miswanto

22005115143

: Purbalingga, 30 Agustus 1984

: Islam

- laki-laki

: Menikah

: Brobot, Rt. 12, Rw.03, kec.Bojongsari, Purbalingga 53362

: 085740863334

SMA/Sederajat Tahun 2002

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Dari Tahun 2007 Hingga

Sekarang
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Riwayat Pekerjaan
A )

o

(US]

. 2004 Sampai 2004 di Polres Tangerang, Banten
. 2004 Sampai 2008 di Mabes Polri.

. 2008 Sampai sekarang di Polres Purbalingga, Jawa Tengah.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, sebelum

dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

i

Purbalingga, 09 Agustus 2011

Hormat Saya

(Agus Miswanto)
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TENTANG
PERUBAHAN KETIGAATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1883 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam upaya untuk lebih membenrikan keadilan dan mening-
katkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat dicip-
takan kepastian hukum, periu dilakukan perubahan terhadap Un-
dang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan seba-
gaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1994;

e,

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Un-
dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun
1955

{ Undang-undang Nomor 6 Tahun 1883 tentang Ketentuan Umum
'E dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1983 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Un-
dang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3984);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1883 tentang Pajak Peng-
hasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No-
mor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagai-
mana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 10
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

N
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MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Menetapkan

Pasal |

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) yang telah beberapa
kali diubah dengan Undangundang: .
Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);
b, Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
diubah sebagai berikut: '
1 Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (6) diubah, sehing-
aa keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

a.

“Pasal 2

(1) Yang menjadi Subjek Pajak adalah:
a. 1) orang pribadi
2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,
menggantikan yang berhak;
b. badan;
c. bentuk usaha tetap.
(2) Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan

Subjek Pajak luar negeri.

(3) Yangdimaksud dengan Subjek Pajak dalanj negeri a_dalah:
a. orang pribadiyang bertempat tinggal di Indo.neS|a.atau
¢ orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam j.angka waktu
12 (dua belas) bulan, atau orarng pribadi yang dalam
suatu tahun pajak berada di Indonesia dan .mempu-

nyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

(4)
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C.

warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,
menggantikan yang berhak,

Yang dimaksud dengan subyek pajak luar negen adalah :

a.

orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus de-
lapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua be-
las) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha
tetap di Indonesia;

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) har dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat mene-
rima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bu-
kan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk
usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indcnesia atau berada di Indonesia ti-
dak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang
dapat berupa:

Q@moao oy

tempat kedudukan manajemen;

cabang perusahaan;

kantor perwakilan;

gedung kantor;

pabrik;

bengkel; g

pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah
kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi
pertambangan

perikanan, petemakan, pertanian, perkebunan, atau
kehutanan;

proyek konstrksi, instalasi, atau proyek perakitan;
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2.

(enam puluh) hari dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
kK. orang atzju badan yang bertindak selaku agen yang
kedudukannya tidak bebas;
| agen ata:iJ pegawai dari perusahaan asuransi yang
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia yang menerima premi asuransi atau me-
nanggung risiko di Indonesia. '

(6) Tempat tinggai_ orang pribadi atau tempat kedudukan badan

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan
yang sebenarhya."
Ketentuan Pasal 3 huruf b, huruf ¢, dan huruf d diubah, sehing-
ga keseluruhan Pisal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

Tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 adalah:

a.
b
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badan perwakilan negara asing;

pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsuiat atau
pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orangorang yang
diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan ber-
tempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan
warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau
memperoieh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan-
nnya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan
perakuan timbal balik;

organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
1)  Indonesia menjaci anggota organisasi tersebut;

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk mempe-
roleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinja-
man kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran
para anggota;

pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang
ditetapkan dengan Keputusan Menterl Keuangan dengan
syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan
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penghasilan darn Indonesia.”

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf k, huruf o, dan ayat (3) huruf a
dan huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut: )

“Pasal 4

(1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau di-

peroleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia mau-

pun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi

atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersang-

kutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan peker-
jaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk
gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gra-
tifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain-
nya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

b. hadiah darn undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan
penghargaan;

c. laba usahg;

d. Kkeuntungan karena penjualan atau karena pengali-
han harta termasuk:

1) keuntungan karena pengalihan harta kepada
perseroan, persekutuan, dan badan lainnya se-
bagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2) keuniungan yang diperoleh perseroan, perseku-
tuan dan badan lainnya karena pengalihan harta
kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;

3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan,
peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pehg-
ambilalihan usaha;

4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hi-
bah bantuan atau sumbangan, kecuali yang di-

* berikan kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, dan badan keaga-
maan atau badan pendidikan atau badan sosial
atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang
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hak yang bersangkutan;
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah di-

bebankan sebagai biaya;
f.  bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan ka-

rena jaminan pengembalian utang;.
dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun ter-

g.
masuk dividen dar perusahaan asuransi kepada pe-
megang poalis, dan pembagian sisa hasil usaha kope-
rasi;

h. royalti;

i. sewadan penghasilan lain sehubungan dengan peng-

gunaan harta.

penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sam-

pai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah; :

keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

selisih lebih karena peniiaian kembali aktiva;

premi asurénsi;

iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari

anggotanya yang terdiri dar Wajib Pajak yang men-

jalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari peng-
~ hasilan yang belum dikenakan pajak.

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-

tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan

sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dan pengalihan

harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan

tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Q2 IFT

(3) Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah:
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a. 1) bantuan sumbangan, temmasuk zakat yang diterima
oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang
dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para
penerima zakat yang berhak;

2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh

Kebijakan sunset., Agus ,
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T e iy

ditetapkan oleh Menteri Keuangan;r éépanjang tida
ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan
atau penguasaan antara pihak pihak yang bersang-’
kutan;
warisan;
harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti
penyertaan modal;
perjggantian atau imbalan sehubungan dengan pe-
kerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam
bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak
atau Pemerintah:
pgmbayaran dari perusahaan asuransi kepada orang
pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan. asu-
ransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna
dan asuransi bea siswa: ‘
dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh
perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri,
koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usa-
ha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan
usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di In-
donesia dengan syarat:
1) dividen berasal dari cadangan laba yang dita-
han; dan
2) bagiperseroan terbatas, Badan Usaha Milik Ne-
gara dan Badan Usaha Milik Daerah yang mene-
nma dividen, kepemilikan saham pada badan
yang memberikan dividen paling rendah 25%
(QUa ouluh lima persen) dari jumlah modal yang
disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar
. kepemilikan saham tersebut:
luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang
pepdiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan,
bal.k~ yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pega-
wai;
pepghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana
pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam
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i. bagian laba yang diterima atau diperolen anggora aari
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi
atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma,
dan kongsi;

j.  bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusa-
haan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak
pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;

k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan
modal ventura berupa bagian laba dari badan pa-
sangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha
atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pa-
sangan usaha tersebut:

1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau
yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor
usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Men-
teri Keuangan, dan

2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek
di Indonesia.”

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, dan ayat (2) diubah,
serta ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga keseluru-
han Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

‘“Pasal 6

(1) Besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam
negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan
penghasilan bruto dikurangi: : _
a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasitan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya
berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk
upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjang-
an yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa,
royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah,
premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali
Pajak Penghasilan;
b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh har-
ta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk
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dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

e igran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan;

d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta
yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau
yang dimiliki untux mendapatkan, menagih, dan me-
melihara penghasilan:

€. Kkerugian dari selisih kurs mata uang asing;

f b.iaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang
dilakukan di Indonesia:

g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;

h.  piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan
Syarat:

1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan
laba rugi komersial:

2) . telahdiserahkan perkara penagihannya kepada
Pengadilan Negeri atau -Badan Urusan Piutang
gan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjan-
Jlan tertulis mengenai penghapusan piutang/
pembebasan utang antara kreditur dan debitur
yang bersangkutan:

3) telahdipublikasikan dalam penerbitan umum atau
khusus; dan

4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang
yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jen-
deral Pajak; yang pelaksanaannya diatur lebih
!a:jut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pa-
jak.

(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurahgan sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka ke-
rugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulaj
tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (li-
ma) tahun.-

(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri di-

-bedkan.pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.



“Pasal 7

(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar:

As

b.

Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan pu-
luh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat pulgh
ribu rupiah) tambahan untuk Waijib Pajak yang kawin;
Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan pu-
luh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

Rp 1.440.000.00 (satu juta empat ratus empat puluh
ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga
sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan
lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan
sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap
keluarga. Z

(2) Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal

tahun pajak atau awal bagian tahun pajak;

(3) Penyesuaian besamya Penghasilan Tidak Kena Pajak se-

bagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan.”

6 Ketentuan Pasal 9 ayat (1) hurufc, huruf e, dan hurufg diubah,
sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“pasal 9

(1)  Untuk menentukan besamya Penghasilan Kena Pajz?k bagi Wa-
jib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh

dikurangkan:
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a.

pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa-
pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkgn
oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis,
dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepen-
tingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
pembentukan atau pemupukan dana cadangan ke-
cuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank
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syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Men-
teri Keuangan:

premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asu-
ransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa,
yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali
jika dibayar oleh pemben kerja dan premi tersebut
dihi-tung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang
ber-sangkutan;

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pe-
kerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura
dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan
minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian
atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di
daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelak-
sanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan,;

jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan xe-
pada pemegang saham atau kepada pthak yang mem-
punyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubu-
ngan dengan pekerjaan yang dilakukan;

harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan
warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan
yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang
pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak
badan dalam neger yang dimiliki oleh pemeluk agama
Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat
yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

Pajak Penghasilan; ; 4

biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepen-
tingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi
tanggungannya;

gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan,
firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak
terbagi atas saharn; i
sanksl administrasi berupa bunga, denda, dan kenai-
kan serta sanksi pidana berupa denda yang berke-
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Pengeluaran untuk mendapatkan, menagin, dan memelina-
ra penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dan
1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligust
melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11 A"

Ketentuan Pasal 11 ayat (1), avat (2), ayAt (3), ayat (4), ayat (7),
ayat (9), dan ayat (11) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11
berbunyi sebagai berikut :

(1)

—
N
—

“pPasal 11

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian,
penambahar, perbaikan, atau perubahan harta berwujud,
kecuali tanah yang berstatus hak milix, hak guna bangunan,
hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimilikidan digunakan
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pengha-
silan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) ta-
hun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar sela-
ma masa mantaat yang telah ditentukan bagi harta tersetut.
Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaima-
na dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, dapat juga
dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama ma-
sa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif
penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa man-
faat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat
dilakukan secara taat asas.

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran,
kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan,
penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan
harta tersebut.

Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak
diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan
harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang
bersangkutan mulai menghasilkan.

Apablla Wajib Pajak melakukan peniialan kemball aktiva ber-
dasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Masa

| Tarf Penyusutan
Berwujud Manfaat sebagaimana
dimaksud dalam
Ayat (1) | Ayat (2)
|.  Bukan bangunan
Kelompok 1 4 Tahun 25% 50%
Kelompok 2 8 Tahun 1 12,5% 25%
Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,5%
Kelompok 4 20 Tahun 5% 10%
II. Bangunan
Permanen 20 Tahun 5%
Tidak Permanen 10 Tahun 10% J

(7) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur calam

(8)

ayat (1 )', k.e.tentuan tentang penyusutan atas harta berwujud
yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu, dite-
tapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau pena-
rikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa
buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jum-
lah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima
atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun
tefjadinya penarikan harta tersebut.

Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jum-

lahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemu-

dian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak

jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud dalam

gyat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian terse-
ut.

~

(10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat

se-bagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (3) huruf a
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sebagai kerugian.gégi ;;viH;;vy‘va;névr;énvg;vza'l?r-wkavﬁ?"w 7
(11) Kelompok harta berwujud sesuai dengan masa.manfaat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dencan
Keputusan Menteri r(euangan :
Ketentuan Pasal 11A ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan
ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11A berbunyi se-
bagai berikut:

» “Pasal 11A

(1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak ber-
wujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpan-
jangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai
yang mempunyai tasa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang
dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan meme-
lihara penghasnan dilakukan dalam bagian-bagian yang
sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun sela-
ma masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan
tarif amortisasi atas pengeludran tersebut atau atas nilai
sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi se-
kaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

(2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat-dan tarif
amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

—
o
~

ST Uayaniiaiia [ET=TE - s
¥ ~ > Atatlat ey tayaas Ay

(4) AmortlaSI atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan

pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari
1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas
bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan
produksi.

Amortisasi atas pengeluaran untuk mempercleh hak pe-
nambangan selain yang dimaksud dalam ayat (4), hak
pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam
serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan
mtode satuan produksi paling tinagi 20% (dua puluh persen)
setahun.

(6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,
dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-

hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan
ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut
dibebarkan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima
sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun
terjadinya pengalihan tersebut.

(8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat

M h 7 sebagaimana dimaksud daiam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan
Kelompok H‘arta o Tarif Amortisasi huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai
Berwujud Manfaat berdasarkan sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai
___metode kerugian bagi pihak yang mengalihkan.”
Garis Saldo Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan
Lurus Menurun ayat (5) diubah, serta ayat (6) dihapus, sehingga keseluruhan
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :
Kelompok 1 4 tahun 25% 50% Y g
Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25% g “Pasal 14
0, o,

KelompoK. & :128 iagun 20/25 # 150/5 L (1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan
Kelompok 4 s ° ° penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-
(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian. dan biaya perluasan rnerjerus‘serta dlterb'ltkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terfjadinya j (2) Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam

satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus
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(4)

(6)
(7)

beritahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersang-
kutan. _

Wajib Pajak sébagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang
menghitung p:ehghasilan netonya dengan menggunakan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto, wajib menyeleng-
garakan pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-
undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Wajib Pajak s.'ebagaimana’ dimaksud dalam ayat (2) yang
tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak un-
tuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan
Norma Pengh?tungan Penghasilan Neto, dianggap memilih
menyelenggarakan pembukuan.

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan,
termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) dan ayat (4), yang temyata tidak atau tidak sepenuhnya
menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau
tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau
bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya
dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan
Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Men-
teri Keuangan.

dihapus.

Besamya peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dapat diubah dengan Keputusan Menter Keuangan.”

10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat
(6), dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17
berbunyi sebagai berikut: '

(1)

258

“Pasal 17
Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
a. Waijib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai
berikut:

(dua'puluh lima jufa rupiah)

(lima persen)

di atas Rp 25.000.000,00 (dua pu-
luh lima juta rupiah) s.d. Rp 50.000.
000,00 (lima puluh juta rupiah)

P G
R

(sepuluh persen)

Di atas Rp 50.000.000,00 (lima pu-
luh juta rupiah) s.d Rp 100.000.
000,00 (seratus juta rupiah)

5%
(lima belas persen)

Di atas Rp 100.000.000,00 (sera-
tus juta rupiah) s.d. Rp 200.000.
000,00 (dua ratus juta rupiah)

25%
(dua puluh lima persen)

Di atas Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah)

35%
(tiga puluh lima persen)

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk sebagai

berikut:

Lapisan Penghasilan kena Pajak

Tarif Pajak

sampai dengan FPp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah)

10 %
(sepuluh persen)

Di atas Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) s.d. 100.000.
000,00 (seratus juta rupiah)

15 %
(lima belas persen)

Di atas Rp 100.000.000,00 (sera-
tus jutarupiah)

30 %
(tiga puluh persen)

(2) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diturunkan menjadi
paling rendah 25% (dua puluh lima persen)

(3) Besarmnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah dengan Keputusan

Menteri Keuangan.
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dibulatkan ke bawah dalam ribuan ru_piah pen‘uh.

(5) Besamya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang priba-

di dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dihi-
tung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak terse-
but dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan
pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimak-

sud dalam ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga
puluh) hari.

(7) Dengan Peraturan Pemnerintah dapat ditetapkan tarif pajak

11.

tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak terting-
gi sebagaimana dimaksud dalam ayat {1)."
Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (5) diha-
pus, serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu)
ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 18 ber-
bunyi sebagai berkut :

“Pasal 18

(1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan

mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal
perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasar-
kan Undang-undang ini.

(2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diper-

olehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyer-

taan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan

usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ke-
tentuan sbb : '

a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri
tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari
jumlah saham yang disetor; atau

b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam ne-
gen lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah
50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang di-
setor.

Kebijakan sunset., Agus ,
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(5) .
12. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat
(5), dan ayat (8) diubah, serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus, se-
hingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

(1)

tukan utang sepagal 1moudl UlIlUR LS gl Buui iy e sy
Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai
hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai de-
ngan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipenga-
ruhi oleh hubungan istimewa.

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian
dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak oto-
ritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi
antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa se-
bagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama
suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya
serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu terse-
but berakhir.

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
dan ayat (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f,
dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung
atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh li-
ma persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan an-
tara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah
25% (dua pulub lima persen) pada dua Wajib Pajak
atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib
Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau

b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua
atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan
yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun

. semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke
samping satu derajat.

dihapus.”

- “Pasal 21

Pemotongan, penyetoran, dan pelaporari pajak atas peng-
hasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
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(6)
(7)
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a. pemben kerja yang membayar gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan se-
hubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pe-
gawai a*au bukan pegawai, ;

b. bendaharawan pemeriritah yang membayar gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehu-
bungan.dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;

c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan
uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama
apapun dalam rangka pensiun;

d. badanyang membayvar honorarium atau pembayaran
lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa terma-
suk jasa'tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;

e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembaya-
ran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melaku-
kan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak seba-
gaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah badan
perwakilan negara asing dan organisasiorganisasi inter-
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong
pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto
setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun
yang besamya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ke-
uangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai ti-
dak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah peng-
hasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang
tidak dikenakan pemotongan yang besamya dltetapkan de-
ngan Keputusan Menteri Keuangan.

Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kecuali ditetapkan lain
dengan Peraturan Pemerintah.

dihapus.

dihapus.
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Direktur Jenderal Pajak

13. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (4) di-
ubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai be-
rikut:

(1)

(2)

Hukum 2011

“Pasal 23

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh
badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negen, pe-
nyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam
negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak
yang wajib membayarkan :

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto
atas :

1) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf g;

2) bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf f,

3) royalti;

4) hadiah dan penghargaan selain yang telah di-
potong Pajak Penghasilan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

b. sebesar 15% (lima belas persen) dar jumlah bruto
dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayar-
kan oleh koperasi;

c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan peng-
hasilan neto atas:

1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta

2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa

manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan

jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak

. Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

Besamya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain
sebagaimana di maksud dalam ayat (1) hurut ¢ ditetapkan
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
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(4)

14

sebagaimana aimaksua aaidam aydt ().

Pemotongan pajak sebaga;mana dnmaksud dalam ayat (1)

tidak dilakukan atas:

a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

b. = sewa yang dibavarkan atau terutang sehubungan de-
ngan sewa guna usaha dengan hak opsi;

c. dividen se'bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat{3)
huruf f.

d. bunga obligasi sebagaimana dxmaksud dalam Pasal
4 ayat (3) huruf j;

e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf i;

f.  sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh kope-
rasi kepada anggotanya;

g. bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang dite-
tapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang
dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.”

Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (7) di-

ubah, ayat (3) dan ayat (5) dihapus, serta ditambah 1 (satu)
ayat baru yaitu ayat (9), sehingga keseluruhan Pasal 25 berbu-
nyi sebagai berikut:

(1)
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“Pasal 25

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak beralan yang
harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan
adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun
pajak yang lalu dikurangi dengan:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak
Penghasilan yang dipungut sebagaimana dlmaksud
dalam Pasal 22; dan

b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar
negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24. dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya
bulan dalam bagian tahun pajak.
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(6)

(7)

lan, sama dengan besarnya angsuran pajak uUntuk ouizii
terakhir tahun pajak yang lalu.

dihapus.

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat keteta-
pan paiak untuk tahun pajak yang lalu, maka besamya ang-
suran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan
pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelan
bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

dihapus.

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan

penghitungan besamya angsuran pajak dalam tahun pajak

berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu:

a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;,

b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

c.  Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ta-
hun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu
yang ditentukan;

d.  Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu pe-
nyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan;
e. Wajit Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan ang-
suran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan se-
belum pembetulan;
f.  terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib
Pajak.
Penghitungan besamya angsuran pajak bagi Wajib Pajak
baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, dan Wajib Pajak tertentu lainnya termasuk Wajib
Pajak orang pribadi pengusaha tertentu diatur dengan Ke-
putusan Menteri Keuangan.
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri
wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pajak yang telah dibayar sendiri dalam tahun berjalan oleh
Waijib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu merupakan
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tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final me-
nurut Undang-undang ini.”
15. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, se-
hingga keseluruhart Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan
dalam bentuk apapun, yang dibayarkan-atau yang terutang
oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penye-
lenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar
negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong
pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto
oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. dividen;

b. .bunga. termasuk premium, diskonto, premi swap dan
imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian
utang;

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan deng-
an penggunaan harta;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan ke-
giatan;

e. hadiah dan penghargaan;
f.  pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali
yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau di-
peroleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap
di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada
perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak 20% (dua
puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

_ Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam.
ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari sua-
tu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar
20% ( dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut dita-
namkan kembali di Indonesia yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.
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sud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan hurur c;
b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau di-
peroleh orang pribadi atau badan luar negeri yang
berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau
bentuk usaha tetap.”
16. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga keseluruhan pasal 31A

berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 31A
1. Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal
di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah
tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga
puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
b.. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
a. kompensasikerugianyang lebih lama tetapi tidak
lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
b. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar
10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menu-
rut perjanjian perpajakan yang berlaku menetap-
kan lebih rendah. ,
2 Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”
17 Di antara Pasal 31A dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal baru
yaitu Pasal 31B dan Pasal 31C, yang masuk dalam BAB Vi
KETENTUAN LAIN-LAIN, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 31 B

Wajib Pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha
baga khusus yang dibentuk Pemerintah dapat
pajak yang bersifat terbatas baik
keringanan

(1)
melalui lem
memperoleh fasilitas
dalam jangka waktu maupun jenisnya berupa
Pajak Penghasilan yang terutang atas:

a. pembebasan utang; '
b. pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang;

c. perubahan utang menjadi penyertaan modal.
267
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Kan dengan terawran remernrnarn.

Pasal 31C

(1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi
dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipo-
tong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbangan 80% un-
tuk Pemerintah' Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah
tempat Wajib Pajak terdaftar.

(2) Pembagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peratu-
ran Pemerintak.” 2

18. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai
berikut:

“Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan

pelaksanaan Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Un-

dang-undang Nomor 16 Tahun 2000.”

18. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu
Pasal 32A yang berbunyi sebagai berikut;

“Pasal 32A
Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan peme-
rintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan
pencegahan pengelakan pajak.”

Pasal Il

Undang-undang ini dapat disebut “Undang-undang Perubahan Ke-
tiga Undang-undang Pajak Penghasilan 1984".

Pasal Il

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januar 2001
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Ne-
gara Republik Indonesia.
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‘PRESIDE};J REPUBLIKINDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus »2000
SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000
NOMOR 127
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008 :

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983

TENTANG
PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya mengamankan -penerimaan
negara yang semakin meningkat; mewujudkan sistern
perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih
memberikan keadilan, dan lebih-dapat menciptakan
kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan
perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan; :

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-
maksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pengha-
silan; '
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Undang Dasar Negara Kepublik Indonesia lahun
1945; .

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No-
mor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
«ali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata_Cara Perpajakan (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No-
mor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagai-
mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang -‘Nomor 17 Tahun 2000 tentang

N

i

A

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3985);

: Dengan Pérsetujuan Bersama )
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA .

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN -
Menetapkan : ‘
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN

KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.
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Lembaran Negara Republik Indones
telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

a.

ié Nomor‘3263) yang

Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);

b.  Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun :1994 Nomor 60, Tambahan Lem-
baran Negara Republik lndonesia Nomor 3567);
Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya
- diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah

seb‘agaimana tercantum dalam Penjelasan Pasa.l
demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.

9 Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5)
diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan
1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 ber-
bunyi sebagai berilwut: '

Pasal 2

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:

a. 1. orang pribadi; .
2. warisan yang belum terbagi sebagal

satu kesatuan menggantikan yang ber-
hak;
b. badan; dan
c. bentuk usaha tetap.
(la) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak
yang perlakuan perpajakannya dipersamakan
dengan subjek pajak badan.
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(3)

(@)
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Subjek pajak dalam negeri-adalah:

A

orang pribadi yang bertempat tinggal di
Indonesia, orang pribadi yang berada di
Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan
puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12
{dua belas) bulan, atau orang pribadi yang
dalam suatu tahun pajak berada di Indo-
nesia dan mempunyai niat untuk bertempat
tinggal di [ndonesia;
badan yang didirikan atau bertempat ke-
dudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu
dari badan pemerintah yang memenuhi
kriteria: :
1. pembentukannya berdasarkan keten-
tuan peraturan perundang-undangan;
2. pembiayaannya bersumber dari Angga-
ran Pendapatan dan Belanja Negara
atau Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Daerah;
penerimaannya dimasukkan dalam
anggaran Pemerintah Pusat atau Perne-
rintah Daerah; dan
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat
' pengawasan fungsional negara; dan
warisan yang belum terbagi sebagai satu
kesatuan menggantikan yang berhak.

.())

Subjek pajak luar negeri adalah:

Q.

orang pribadi yang tidak berternpat tinggal -

di Indonesia, orang pribadi yang berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan
yang tidak didirikan dan.tidak -bertempat
kedudukan di Indonesia, yang menjalankan -
usaha atau melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
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dil Indonesia, orars AN
Indonesia tidak (Sebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan
yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia, yang dapat me-
nerima atau memperoleh penghasilan dari
Indonesia tidak dari menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui bentuk
usaha tetap di'Indonesia.

(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk -usaha yang
dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan
di Indonesia untuk menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat
berupa: ‘

tempat kedudukan manajemen;

cabang perusahaan;

kantor perwakilan;

gedung kantor;

pabrik;

bengkel;

gudang;

ruang untuk promosi dan penjualan;

pertambangan dan penggalian sumber

alam;

j.  wilayah kerja pertambangan minyak dan
gas bumi;

k. perikanan, peternakan, pertanian, perke-
bunan, atau kehutanan;

l.. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek

. perakitan;

m. pemberian jasa-dalam bentuk apa pun oleh

pegawai atau orang lain, sepanjang dilaku-
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n.- orang atau badan yang bertindak selaku
agen-yang kedudukannya tidak bebas;

o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi
vang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan ‘di Indonesia yang menerima
premi asuransi atau menanggung risiko di
Indonesia; dan ;

p. komputer, agen elektronik, atau peralatan
otomatis yang dimiliki, disewa, atau di-
gunakan oleh penyelenggara transaksi elek-
tronik untuk menJaJankan kegxatan usaha
melalui internet.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedu-
dukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu)
ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi seba-
gai berikut: P
Pasal 3
(1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

a. kantor perwakilan negara asing;

b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan
konsulat atau pejabat pejabat lain dari
negara asing dan orang-orang yang diper-
bantukan kepada mereka yang bekerja
pada dan berternpat tinggal bersama-sama

mereka dengan syarat bukan warga negara

Indonesia dan di Indonesia tidak menerima
atau memperoleh penghasilan di luar jaba-
" tan atau pekerjaannya tersebut serta negara
bersangkutan memberikan perlakuan timbal

S R

tidak menjalankan usaha atau kegiatan
lain untuk memperoleh penghasilan
dari Indonesia selain memberikan pin-
jaman-kepada pemerintah yang dana-
nya berasal dari iuran para anggota;

N

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi
internasional sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢, dengan syarat bukan warga negara
Indonesia dan tidak menjalankan usaha,
kegiatan, atau pekerjaan lain untuk mem-
peroleh penghasilan dari Indonesia.

(2) Organisasi intermasional yang tidak termasuk
subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Men-

teri Keuangan.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h,

huruf |, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah
8 (txga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s,
ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f,
huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan
ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf I, huruf m, dan
huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

; Pasal 4

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan,
yaitu' setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi
atau*untuk menambah kekayaan Wajib Pajak
yang bersangkutan, dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, termasuk:

balik:
" . " S : a. penggantian atau imbalan berkenaan
: So;gamix‘sasporgamsast intemasional dengan - dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
. atau diperoleh termasuk gaji, upah, tun-
jangan, honorarium, komisi, bonus, gratiti-
470 UU RI Noor 36 Tahun 2008
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dalam Undang-Undang ini;

hadiah dari undian atau pekerjaan atau

kegiatan, dan penghargazn;

laba usaha;

keuntungan karena penjualan atau karena

pengalihan harta termasuk:

1. keuntungan karena pengalihan harta
kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti
saham atau penyertaan modal;

2. keuntungdn karena pengalihan harta
kepada pemegang saham, sekutu, atau

“anggota yang diperoleh perseroan, per-
sekutuan, dan badan lainnya;

3 keuntungan karena likuidasi, pengga-
bungan, peleburan, pemekaran, peme-
cahan, pengamoilalihan usaha, atau
reorganisasi dengan nama dan dalam
bentuk apa pun;

4 keuntungan karena pengalihan harta
berupa hibah, bantuan, atau sum-
bangan, kecuali yang diberikan kepada
keluarga sedarah dalam garis keturu-
nan lurus satu derajat dan badan ke-
agamaan, badan pendidikan, badan
sosial fermasuk yayasan, koperasi, atau

orang pribadi yang menjalankan usaha .

mikro dan kecil, yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada
hubungan dengan .usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan di antara
pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau

pengalihan sebagian atau seluruh hak
. penambangan, tanda turut serta dalam

47
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penerimaan kembali pembayaran pajak yang
telah dibebankan sebagai biaya dan pem-
bayaran tambahan pengembalian pajak;

bunga termasuk premium, diskonto, dan

. imbalan karena jaminan pengembalian

utang;

dividen, dengan nama dan dalam bentuk
apapun, termasuk dividen dar perusahaan
asuransi kepada pemegang. polis, dan
pembagian sisa hasil usaha koperasi;

royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta;

penerimaan ‘atau perolehan pembayaran
berkala;

keuntungan karena pembebasan utang,
kecuali sampai dengan jumlah tertentu
yang ditetapkan dengan Peraturan Peme-
rintah;

keuntungan selisih kurs mata uang asing;
selisih lebih karena penilaian kembali ak-
tiva;

premi asuransi;

juran yang diterima atau diperoleh perkum-
pulan dari anggotanya yang terdiri dari
Wajib Pajak yvang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas;

tambahan kekayaan neto yang berasal dari
penghasilan yang belum dikenakan pajak;
pénghasilén dari usaha berbasis syariah;
imbalan bunga sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai ketentuan umum dan tata cara
perpajakan; dan

surplus Bank Indonesia.
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penghasilan berupa-bunga deposito dan
tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat
utang negara, dan bunga simpanan yang
dibayarkan oleh koperasi kepada anggota
koperasi orang pribadi;

penghasilan berupa hadiah undian; 4
penghasilan dari transaksi saham dan seku-
ritas lainnya, transaksi derivatif yang di-
perdagangkan di bursa, dan transaksi pen-
jualan saham atau pengalihan penyertaan
modal pada perusahaan pasangannya yang
diterima oleh perusahaan modal ventura;
penghasilan dari transaksi pengalihan harta
berupa tanah dan/atau bangunan, usaha
jasa konstruksi, usaha real estate, dan per-
sewaan tanah dan/ataq bangunan; dan
penghasilan tertentu lainnya, yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Peme-
rintah.

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

a.

1. bantuan atau sumbangan, termasuk
zakat yang diterima oleh badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang
dibentuk atau disahkan oleh pemerin-
tah dan yang diterima oleh penerima
zakat yang berhak atau sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib bagi
pemeluk agama yang diakui di Indo-
nesia, yang diterima oleh lembaga ke-
agamaan yang dlbentuk atau disahkan
oleh pemerintah dan yang diterima
oleh penerima sumbangan yang ber-
hak, yang ketentuannya diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerin-
tah; dan
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nan lurus satu derajat, paaan xKeaga-
maan, badan pendidikan, badan sosial
termasuk yayasan, koperasi, atau
orang pribadi yang menjalankan usaha
mikro dan kecil, yang ketentuannya di-
atur dengan atau berdasarkan Peratu-
ran Menteri Keuangan, sepanjang tidak
ada hubungan dengan usaha, peker-
jaan, kepemilikan, atau penguasaan di
antara pihak-pihak yang bersangkutan
warisan;
Harta termasuk setoran tunai yang diterima
oleh badan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti
saham atau sebagai pengganti penyertaan
modal;

' penggantian atau imbalan sehubungan

dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh dalam bentuk natura dan/
atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau
Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh
bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang di-
kenakan pajak secara final atau Wajib
Pajak yang menggunakan norma penghi-
tungan khusus (deemed profit) sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 15;
pembayaran dari perusahaan asuransi
kepada orang pribadi sehubungan dengan
asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asu-
ransi bea siswa;

dividen atau bagian laba yang diterima
atau diperoleh perseroan terbatas sebagai
Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan

“usaha milik negara, atau badan usaha

milik daerah, dari penyertaan modal pada
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1. dividen bBerasal dari cadangan laba
yang ditahan; dan

bagi perseroan terbatas, badan usaha
milik negara dan badan usaha milik
giaerah yang menerima dividen, kepe-
milikan saham pada badan yang mem-
berikan dividen paling rendah 25%
(dua puluh lima persen) dari jumlah
modal yang disetor;

i§_,1ran yang diterima atau dipefoleh dana
pensiun yang pendiriannya telah disahkan

Biituliany

‘Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh

pemberi kerja maupun pegawai;

penghasilan dari. modal yang ditanamkan

cleh dana pensiun sebagaimana dimaksud

péda huruf g, dalam bidang-bidang tertentu
vang ditetapkan dengan Keputusan Menten

Keuangan;

b_aglan laba yang diterima atau diperoleh

anggota dari perseroan komanditer yang,

modalnya tidak terbagi atas saham-saham,

persekutuan, perkumpulan, firma, dan

kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan

kontrak investasi kolektif;

dihapus;

penghasilan yang diterima atau diperoleh

perusahaan modal ventura berupa bagian

laba dari badan pasangan usaha yang

didirikan dan menjalankan usaha atau

kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan

pasangan usaha tersebut:

1. merupakan perusahaan mikro, kecil,
" menengah, atau yang menjalankan

kegiatan dalam sektor-sektor usaha

yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan; dan
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i

beasiswa yang memenuhi persyaratan
tertentu yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan
Menter Keuangan;

sisa lebih yang diterima atau dlperoleH
badan atau lembaga nirlaba yang bergerak
dalam bidang pendidikan dan/atau bidang
penelitian dan pengembangan, yang telah
terdaftar pada instansi yang membidangi-
nva, yang ditanamkan kembali dalam ben-
tuk sarana dan prasarana kegiatan pendidi-
kan dan/atau penelitian dan pengem-
bangarn, dalam jangka waktu paling lama 4
(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih
tersebut, yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan; dan

bantuan atau santunan yang dibayarkan
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
kepada Wajib Pajak tertentu, yang keten-
tuannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

w

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g,

dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf,
yakni hurut | sampai dengan huruf m, serta avat (2)

diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pas;l 6

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib
Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap,
ditentukan berdasarkan penghasilan bruto di-
kurangi biaya untuk mendapatkan, menaglh

dan memelihara penghasilan, termasuk:

%.  biaya yang secara langsung atau tidak
langsung berkaitan dengan kegiatan usaha,

antara lain:
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2. biaya berkenaan dengan pekerjaan
atau jasa termasuk upah, gaji, honora-
rium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan
vang diberikan dalam bentuk uang;
bunga, sewa, dan royailti;
biaya peralanan;
biaya pengolahan limbah;
premi asuransi;

.biaya promosi dan penjualan yang di-

atur dengan atau berdasarkan Peratu-
ran Menteri Keuangan; '
8. biaya administrasi; dan _
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
penvusutan atas pengeluaran untuk mem-
percleh harta berwujud dan amortisasi atas
pengeluaran untuk -memperoleh hak dan
atas biaya lain yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal
11A;

iuran kepada dana pensiun yang pen-

diriannya telah disahkan oleh Menteri

Keuangan; |

kerugian karena penjualan atau pengalihan

harta yang dimiliki dan digunakan dalam

perusahaan atau yang dimiliki untuk men-
dapatkan, menagih, dan memelihara peng-
hasilan;

kerugian selisih kurs mata uang asing;

biaya penelitian dan pengembangan peru-

sahaan yang dilakukan di Indonesia;

biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

piutang yang nyata-nyata tidak dapat

ditagih dengan syarat:

1. -telah dibebankan sebagai biaya dalam

laporan laba rugi komersial;

None o
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Kepada WITKLOIAL ol IUeian & Gy, s
telah diserahkan perkara penagihannya
kepada Pengadilan Negeri atau instansi
pemerintah yang menangani piutang
negara; atau adanya perjanjian tertulis
mengenai penghapusan piutang/pem-
bebasan utang antara kreditur dan
debitur yang bersangkutan; atau telah
dipublikasikan dalam.penerbitan umum
atau khusus; atau adanya pengakuan
dari debitur bahwa utangnya telah di-
hapuskan untuk jumlah utang tertentu;
4. %yarat sebagaimana dimaksud pada
angka 3 tidak berlaku untuk pengha-
pusan piutang tak tertagih debitur kecil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf k;
yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan;
sumbangan dalam rangka penanggulangan
bencana nasional yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah; )
sumbangan dalam rangka penelitian dan
pengembangan yang dilakukan di Indonesia
yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah;

w

.. —biaya pembangunan infrastruktur sosial

yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah;

sumbangan fasilitas pendidikan yang keten-
tuannya diatur dengan Peraturan Pemerin-
tah; dan

sumbangan dalam rangka pembinaan olah-
raga yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
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’ se>ba'gafmana dimaksud pada ayat (1) aiaapart
kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan
dengar penghasiian mulai tahun pajak beri-
kutnya- berturut-turut samoai dengan 5 (lima)

) tahun. - g

(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak
dalam ‘negeri diberikan pengurangan berupa
Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ¥

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberi-
kan paling sedikit sebesar:

a. Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan

ratus empat puluh fdbu rupiah) untuk diri
Wajib Pajak orang pribadi;

b. Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua

puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib
Pajak yang kawin;
Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan
ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan
untik seorang isteri yang penghasilannya
digabung dengan penghasilan suami seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
dan

d. Rp. 1.320.000,00 (satu jutatiga ratus dua

puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah' dan keluarga
semenda dalam garis keturunan lurvs serta
anak angkat, yang menjadi tanggungan
sepenuhnya, paling banyak 3 (iiga) orang

untuk setiap keluarga.
{9) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan oleh-keadaan pada
awal tahun pajak atau'awal bagian tahun pajak.

O

. g -"UU RI Nomor 36 Tahun 2008 k.
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ditzatapkan &engan Peraturan Menteri Keuangan
setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwaki-
lan Rakyat.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengen ayat (4)
dan Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 8

Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita
yang telah kawin pada awal tahun pajak atau
pada awal bagian tahun pajak, begitu pula
kerugiannya vang berasal dari tahun-tahun sebe-
lumnya yang belum dikompensasikan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diang-
gap sebagai penghasilan atau kerugian suami-
nya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata
diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi
kerja' yang telah dipotong pajak berdasarkan
ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak
ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan
bebas suarmi atau anggota keluarga lainnya.

Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara

terpisah apabila:

a. suami-isteri telah hidup berpisah berda-
sarkan putusan hakim;

b.. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri
berdasarkan perjanjian pemisahan harta
dan penghasilan; atau.

c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk
menjalankan hak dan kewajiban perpaja-

. kannya svendiri. i

Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana di-

maksud pada ayat (2) huruf b dan huruf ¢ di-

kenai pajak berdasarkan penggabungan pengha-

silan neto suami-isteri dan besamya pajak yang
harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri
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dengan penghasilan orang tuanya.

Ketentuan Pasal 9 ayét (1) huruf ¢, huruf e, dan

huruf g serta Penjelasan huruf f diubah sehingga
Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena
Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk
usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

s

pembagian laba dengan nama dan dalam

bentuk apapun seperti dividen, termasuk

dividen yang dibayarkan oleh perusahaan

asuransi kepada pemegang polis, dan pem-

bagian sisa hasil usaha koperasi;

biaya yang dibebankan atau dikeluarkan

untuk kepentingan pribadi pemegang

saham, sekutu, atau anggota; _

pembentukan atau pemupukan dana

cadangan, kecuali: '

1. cadangan piutang tak tertagih untuk
usaha bank dan badan usaha lain yang
menyalurkan kredit, sewa.guna usaha
dengan hak opsi, perusahaan pem-
biayaan Konsumen, dan perusahaan
anjak piutang;

2. cadangan untuk usaha asuransi ter-

masuk cadangan bantuan sosial yang

“dibentuk oleh Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial;

3. cadangan penjaminan untuk Lembaga
Penjamin Simpanan;

4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha
pertambangan; -

5. ‘cadangan biaya penanaman kembali
-untuk usaha kehutanan; dan
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bah industri,
yang ketentuan dan syarat-svaratnya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menten
Keuangan;
premi asuransi kesehatan, asuransi kecela-
kaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan
asuransi bea siswa, yang dibayar oleh
Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika di-
bayar oleh pemberi kerja dan premi ter-
sebut dihitung sebagai penghasilan bagi
Wajib Pajak yang bersangkutan:
penggantian atau imbalan -sehubungan
dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan
dalam bentuk natura dan kenikmatan,
kecuali penyediaan makanan dan minu-
man bagi seluruh pegawai serta penggan-
tian atau imbalan dalam bentuk natura
dan kenikmatan di daerah tertentu dan
yang berkaitan dengan pelaksanaan peker-
jaan yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan;
jumlah yang melebihi kewajaran yang di-
bayarkan kepada pemegang saham atau
kepada pihak yang mempunyai hubungan
istimewa sebagai imbalan sehubungan
dengan pekerjaan yang dilakukan;
harta yang-dihibahkan, bantuan atau sum-
bangan, dan warisan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan
huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i
sampai dengan huruf m serta zakat yang
diterima oleh badan amil zakat atau lem-
baga amil zakat yang dibentuk atau di-
sahkan oleh pemerintah atau sumbangan

ftas Hukum 2011
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ditebirma dleh lembaga keagamaan yang
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah,
yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pernerintah;

h. Pajak Penghasilan; -

i. . biaya yang dibebankan atau dikel luarkan
untuk kepenhngan pribadi Wajib Pajak atau
orang yang menjadi tanggungannya;

j.  gaji yang dibayarkan kepada anggota per-
sekutuan, firna, atau perseroan komanditer
yang modalnya tidak terbagi atas saham:;

k. sanksi administrasi berupa bunga, dendz,
‘dan kenaikan serta sanksi pidana berupa
denda yang berkenaan dengan pelaksanaan
‘perundang—ur{dangan di bidang perpajakan.

2) Pengeluaran untuk mendapatkan menagih, dan

*nemehhara pengHasxlan yang mempunyai masa

manfaat lebih dard 1 (satu) tahun tidak dibole

kan untuk dibebankan sekali xgus melainkan dx—

bebankan melalui penyusutan atau amortisasi

sebagaimana dlmakgud dalam Pasal 1K atau

Dasal 11A.

Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (11) serta
Pen)exasan ayat (1} sampai dengan ayat (4) diubah
sehingga Pasal 11 berbunyl sebagal benkut

Pasal 11

(1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian,
pendirian, penambahan, perbaikan, atau peru-
bahan harta berwujud, kecuali tanah yang ber-
status hak milik, hak guna bangunan, hak guna
usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan di-
gunakan untuk mendapatkan, menagih, dan me-
melihara penghasilan yang mempunyai masa
manfaat lebih.dar.1 (satu) tahun dilakukan dalam
bagian-bagian yang sama besar selama masa
manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
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varnyguilall, uapatl juyga ULAGRUNGE L UGGl wagi
bagian yang menurun selama masa manfaat,
yang dihitung dengan cara menerapkan tarif
penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir
masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekali-
qus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

(3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya
pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih
dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai
pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

(@) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak,
Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusu-
tan mulai pada bulan harta tersebut digunakan
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan atau pada bulan harta yang ber-
sangkutan mulai menghasilkan.

(5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kem-
bali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyu-
sutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan
penilaian kembali aktiva tersebut.

(6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat
dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan
sebagai berikut:

I. Bukan bangunan . 2
Kclompok 1 4 tahun _ 25% 50%
Kelompok 2 * 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%

) Kglompo_k‘f%k 20 tahun % - 10%

. Bangunan,
Perm‘anen" 20 tahun 5%
Tidak Permanen 10 tahun 10%
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(8)

(11

kan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.

Apabila tegjadi pengalihan atau penarikan harta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf'd atau penarikan harta karena sebab lain-
nya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut
dibebankan sebagai kerugian dan.jumlah harga
jual atau penggantian asuransinya yang diterima
atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan
pada tahun tefjadinya penarikan harta tersebut.
Apabila hasil penggantian asuransi yang akan
diterima jumlahnya baru dapat diketahui
dengan pasti di masa kemudian, maka dengan
persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah
sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemu-
dian tersebut.

Apabila terjadi pengalihan harta yang meme-
nuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa
harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku
harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai
kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta
berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagai-

mana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan.

10. Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan Penjelasan ayat
(5) diubah serta di antara ayat (1) dan-ayat (2) di-
sisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal
11A berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 11A
Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh
harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya ter-
masuk biaya perpanjangan hak guna bangunan,
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dari 1 (sétu) tahun _yang dipergunakan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan dilakukan dalam bagianbagian
yang sama besar atau dalam bagian-bagian
yang menurun selama masa manfaat, yang di-
hitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi
atas pengeluaran tersebut atau atas ‘nilai sisa
buku dan pada akhir masa manfaat diamorti-
sasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara
taat asas.

(1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya
pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha ter-
tentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Menteri Keuangan.

(2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat
dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok 1 " 4thun | 25% 50%
Kelompok 2 . 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok 3 : 16 tahun | 6,25% 12,5%
Kelompok 4 20 tahun |- 5% 10%

(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya
perluasan modal suatu perusahaan dibebankan
pada tahun terjadinga ‘pengeluaran atau di-
amortisasi sesuai' derigan ketentuan sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (2). -

(4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh

«* hak dan pengeluaran lain yang mempunyai
masa manfaat lebih dari~1 ‘(satu) tahun di
bidang penambangan minyak dan gas bumi di-
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(5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh
hak periambangan selain yang dimaksud pada
ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak
pengusahaan sumber alam serta hasil alam
lainnya yahg mempunyai masa manfaat lebih
dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggu-
nakan metode satuan produksi setinggi- hnggmya

% (dua puluh persen) setahun.

6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi
komersial yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian
diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (2). '

(7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud
atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), avat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa
buku harta atau hak:hak tersebut dibebankan
sebagai kerugian dan jumlah yang diterima
sebagai pengqanﬁan mempakan penghasilan

pada tahun tezjadmya pengalihan tersebut.
" (8) Apabila terjadi pengahhan harta yang meme-
nuhi syarat svbagalmana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa
harta tak berwtjiid, maka jurnlah nilai sisa buku
harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai
kerugian bagi pihak'yang mengalihkan.

1. Ketentuan Pasal. 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan
ayat (7) serta Penjelasan ayat (4) diubah sehingga
Pasal 14 berbuny1 sebaga1 berikut:

Pasal 14

(1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk
menentukan penghasilan neto, dibuat dan di-
sempurnakan terus-menerus serta diterbitkan

- oleh:Rirektur Jenderal Pajak.. ;1 =& :
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dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat milxar dela- .
pan ratus juta rupiah) boleh menghitung peng-
hasilan neto dengan menggunakan Norma Peng-
hitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), dengan syarat memberitahu-
kan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun
pajak yang bersangkutan.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat .
(2) yang menghitung penghasilan netonya
dengan menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pen-
catatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang yang mengatur mengenai ketentuan
umum dan tata cara perpajakan.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) vang tidak memberitahukan kepada Direktur
Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan
neto dengan menggunakan Norma Penghi-
tungan Penghasilan Neto, dianggap memilih
menyelenggarakan pernbukuan.

Waijib Pajak yang wajib menyelenggarakan pem-
bukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak
sebagaimana dignaksud pada ayat (3) dan ayat
(4), yang temyata tidak atau tidak sepenuhnya
menyelengoarakan pencatatan atau pembukuan
atau tidak memperlihatkan pencatatan atau
bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan
netonya dihitung berdasarkan Norma Penghi-
tungan Penghasilan Neto dan péredaran bruto-
nya dihitung dengan cara lain yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

Dihapus.
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Ketentuan-Pasal 16 ayat (1) sampai-dengan ayat (3)
dan Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16
berbunyi svbagax berikut:

Pasa 116

(1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penera-
pan tarif bagi Wajib Pajali dalam negeri dalam
suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengu-
rangkan dari penghasilan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9
avat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

@) Penghasxlan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang
pribadi dan badan -sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan
norma penghitungan sebagaimana dimaksud
dalam’ Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang
pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak
Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1).

(3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar
negeri yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di
[ndonesia dalam sudtu tahun pajak dihitung
dengan cara mengurangkan dari penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4
ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3),
Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat
(1) huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf g.

(4) Penghasilan Kena Pajak bagi. Wajib Pajak orang

pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam
suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimak-

4380

UU BRI Nomor 36 Tahun 2008

Kebijakan sunset., Agus , Faku as Hukum 2011

13.

tahunkan.

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3)
dan Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7)
diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisip-
kan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a) sampai dengan
ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
: Pasal 17
(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan
Kena Pajak bagi:
a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
adalah sebagai berikut:

sampai dengan Rp. 50.000.000,00 - 5%
(lima puluh juta rupiah) (lima persen)
di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh’ 15%

juta rupiah) sampai dengan (lima belas persen)
Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima

puluh juta rupiah)

di atas Rp. 250:000.000,00 {dua ratus 25%
lima puluh juta rupiah) sampai dengan (dua puluh lima
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta persen)
rupiah)

di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 30%

juta rupiah) (tiga puluh persen)

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan ben-
tuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua
puluh delapan persen).

(2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling
rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
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hurut b menjadr £07% (Qua pulun urna peisei)

yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk

perseroan terbuka yang paling sedikit 40%
(empat puluh persen) dari jumla}j_ keseluruhan
saham yang disetor -diperdagangkan di bursa
efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan
tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar
5% (lima persen) lebih rendah darfpada tarif
sebagairnana ' dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan aydt (2a) yang diatur dengan atau ber-
dasarkarn Peraturan Pemerintah. g

; Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa

dividen.yang dibagikan kepada Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi
sebesar 10% (sepultih persen) dan bersifat final.
Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2¢) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagai-

‘mana dimaksud pada ayat (1), jumlah Peng-

hasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam
ribuan rupiah penuh. &

Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak
dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 16 avat (4), dihitung sebanyak
jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut
dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan
dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu)
tahun pajak.

Untuk keperluan penghltungan pajak sebagai-
mana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang
penuh dihitung 30 (tiga puluh) har:

492.
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mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepan-
jang tidak melebihi tarif pajak tertinggi seba-
gaimana tersebut pada ayat (1).

14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan
Penjelasan ayat (1) diubah serta di antara ayat (3a)
dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat
(3b) sampai dengan ayat (3e) sehingga Pasal 18 ber-
bunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 18

Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan
keputusan mengenai besamya perbandingan
antara utang dan modal perusahaan untuk
keperluan penghitungan pajak berdasarkan
{Undang-Undang ini.

Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat

~ diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam
Anegerl atas penyertaan modal pada badan

usaha di luar negeri selain badan usaha yang

menjual sahamnya di bursa efek, dengan keten-

tuan sebagai berikut:

a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak
dalam negeri tersebut paling rendah 50%
(lima puluh persen) dari jurmlah saham
yang disetor; atau

b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak
dalam negeri lainnya memiliki penyertaan
modal paling rendah 50% (lima puluh
persen) dari jumlah saham yang disetor.

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk me-

nentukan kembali besamnya penghasilan dan

pengurangan serta menentukan utang sebagai
modal untuk menghitung besarra Penghasilan

Kena Pajak bagi Wajib. Pajak yang mempunyai

hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya

sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha
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harga antara pihak yang mdependen metode

harga penjualan kembali, metode biaya-plus,
atau metode lamnva

(3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan

(3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham .

(3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib

Derjanjlan dengan Wajib Pajak dan bekerJa
sama dengan pihak otoritas pajak negara lain
untuk menentukan harga transaksi antar pihak-
pihak yang mempunyai hubungan istimewa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang
berlaku selama suatu periode tertentu dan
mengawasi pelaksanaannya serta melakukan
renegosiasi setelah periode tertentu tersebut ber-
akhir.

atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau
badan yang dibentuk untuk maksud demikian
(special purpose company), dapat ditetapkan

sebagai pihak yang sebenarnya melakukan
pembelian tersebut sepanjang Waijib Pajak yang

bersangkutan mempunyai-hubungan istimewa
dengan pihak lain atau badan tersebut dan ter-
dapat ketidakwajaran penetapan harga.

Penjualan atau pengalihan saham perusahaan
antara (conduit company atau special purpose
company) yang didirikan atau bertempat kedu-
dukan di negara yang memberikan perlindungan
pajak (fax haven country) yang mempunyai
hubungan istimewa dengan badan yang didiri-
kan atau bertempat kedudukan di Indonesia
atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat di-
tetapkan sebagai penjualan atau pengalihan
saham badan yang didirikan atau bertempat
kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha
tetap di Indonesia.

Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi

UU RI Nomor 36 Tahun 2008
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tukan kembali, dalam hal pemberi kerja menga-
lihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib
Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke
dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya
yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia tersebut.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3b), ayat (3¢), dan ayat (3d) diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan. \

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9

ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap

ada apabila:

a. Wajib Pajak mernpunyai penyertaan modal
langsung atau tidak langsung paling rendah
25% (dua puluh lima persen) pada Wajib
Pajak lain; -hubungan antara Wajib Pajak
dengan penyertaan paling rendah 25% (dua
puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak
atau lebih; atau hubungan. di antara dua
Wajib Pajak atau lebih yang disebut ter-
akhir;

b.  Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya
atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di
bawah penguasaan yang sama baik lang-
sung maupun tidak langsung; atau

c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah
maupun semenda dalam- garis keturunan
lurus dan/atau ke sampmgsatu derajat.

Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diub_ahI sehingga Pasal
19 berbunyi sebagai berikut:
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- (1) Pemofongan pajak atas.penghasilan sehubung-

(1) Menten neuatiyais veiweiiiiy oo
aturan tentang penilaian kembali aktlva dan
faktor. penyesuaian apabila terjadi ketidakse-
suaian antard unsur-unsur biaya dengan peng-
hasilar: karena perkembangan harga.

(2) Atas szlisih penilaian kembali aktiva sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif
pajak.tersendiri dengan Peraturan Menteri
Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak
tertinggi sebagaimana dimaksitd dalam Pasal b

Ketentuan pasal 21 ay‘at (1) s'ampai. dengan ayat (5),
dan ayat (8) diubah, serta di antara.ayat (5) dan
ayat (6) disisipkan o (satu) ayat, yakm ayat (5a)

an dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

dengan nama dan dalam-bentuk apa pun vang

diterima atau diperoleh Wajio Pajak orang pri-

badi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

a. pemberi kerja yang -membayar gaji, upah,
honorarium, turjangan, dan pembayaran
lain sebagai imbalan sehubungan dengan
pekerjaan yang dilakukan oleh peaawal

b. Dbendahara pemerintah yang membayar
gaji, upah, .honorarium, funjangan, dan
pembaya: an lain sehubungan dengan pe-
kerjaan, jasa, atau kegiatan;

c. dana pensiun atau badan lain yang mem-
bayarkan uang pensiun:dan pembayaran
lain dengan nama apa pun dalam rangka

~ d’ badan yang mémbayar Horiorariurn atau
pembayaran lain ‘sebagai*imbalan sehu-

ayat (1).
16.
" sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21
atau bukan pegawai;
pensiun;
496
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pembayaran sehubungan dengan pelaksa-
naan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang
wajio melakukan pemotongan pajak sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
kantor perwakilan negara asing dan organisasi-
organisasi intemnasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.

Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang
dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jum-

" lah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan

biaya jabatan atau biaya pensiun yang besamya
ditetapkan 'dén’gan'Peraturan Menteri Keuangan,
iuran pensxun dan Penghasilan Tidak Kena
Pajak. s

,‘ Penghasilan bégé@ual harian, mingguan, serta

pegawai tidak tefab Iamnya yang dipotong pajak
adalah jumlah penghasilan bruto setelah di-
kurangi bagian pgenghasilan yang tidak dikena-
kan pemotongan’yang besamya ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Tarif pemotongan atas penghasilan sebagai-
mana dimaksud: pada ayat (1) ‘adalah tarif
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
avat (1) huruf a, kecuali dltetapkan Iam dengan
Peraturan Pemerintah.

(5a) Besamya tarif sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak
yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
lebih tinggi 26% {dua puluh persen) daripada

‘tarif yang-diterapkan terhadap-Wajib-Pajak yang

dapat menunjukkan Nomor Pokok Waﬂb Pajak.
Dihapus. _
Dihapus. . -
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ah dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

_ Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah,

serta ditambah 1 (satu) avat, yakni ayat (3) sehingga
Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
' Pasal 22

(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:

a bendahara pemerintah untuk memungut
pajak sehubungan dengan pembayaran
atas penyerahan barang;

b: badan-badan tertentu untuk memungut
pajak dari Wajit Pajak yang melakukan
kegiatan ‘di bidang impor ‘atau kegiatan
usaha di bidang lain; dan

c. Wajib Pajak badan tertentu untuk me-

* mungut pajak dari pembeli atas penjualan
- barang yang tergolong sangat mewah.

(2) Ketentuan merigenai dasar:pemungutan, kri-
teria, sifat, dan besarnya pungutan pajak seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang diterapkan terhada'p Wajib
Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) dari-
pada tarf yang diterapkan terhadap Wajib Pajak
yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib
Pajak. _ ,

Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)

huruf ¢ diubah, ayat.(4) huruf d dan huruf. g dihapus

dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di

antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat,

vakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai

berikut:

_..,,L,
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nama dan dalam bDentuk apa puil yaiyg
bayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau
telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan
pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,
atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk
usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang
wajib mer_nbayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jum-

lah bruto atas: . ,

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf g;

2. bunga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf f;

3. royalti; dan

4. hadiah, penghargaan, bonus, dan
sejenisnya selain yang telah dipotong
Pajak Penghasilan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

. dihapus;
c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto
atas:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta, kecuali
sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta yang telah
dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

2 imbalan sehubungan dengan jasa tek-
nik, jasa manajemen, jasa konstruksi,
jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa
yang telah dipotong Pajak Penghasilan
-sebagaimana dimaksud dalam Pesal 21.

*(1la) Dalam ha! Wajib Pajak yang menerima". atau
memperoleh penghasilan sebagaimana dimak-
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(4)

lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarit
sebagaimana dimaksud pada avat (1).
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Per-
aturan Menteri Keuangan. -

Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri

dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak

untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak dilakukan atas:

a. penghasilan yang dibayar atau terutang
kepada bank;

b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehu-
bungan dengan sewa guna usaha dengan
hak opsi;

c.. .dividen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 -ayat (3) huruf f dan dividen yang
diterima oleh orang pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2¢);

d. dihapus;

e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) huruf i; .

f.  sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan
oleh koperasi kepada anggotanya;

g. dihapus; dan.

h. penghasilan yang dibayar atau terutang
kepada badan usaha atas jasa keuangan
yang -berfungsi sebagai penyalur pinjaman
dan/atau pernbiayaan yang diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan

19. Ketentuan Pasal 24 avat (3) dan avat (6) diubah
sehmgga Pasa’ 24 berbuny1 se'bagax benkut
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atas penghasilan dari luar neger yang dxtenma
atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh
dikreditkan terhadap pajak yang terutang berda-
sarkan ‘Undang-Undang ini dalam tahun pajak
yang sama.

Besamya kredit pajak sebagaimana dimaksud

@)
pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan
yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi
tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang
terutang berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) Dalam menghitung batas jumlah pajak vang
boleh dikreditkan, sumbér penghasilan diten-
tukan sebagai berikut:

a. penghasilan dari saham dan sekuritas
lainnya serta keuntungan dari pengalihan
saham dan sekuritas lainnya adalah negara
tempat badan yang menerbitkan saham
atau sekuritas tersebut didirikan atau ber-
tempat kedudukan;

b. penghasilan berupa bunga, royalti,- dan
sewa sehubungan dengan penggunaan
harta gerak ‘adalah negara tempat pihak
yang membayar atau dibebani bunga,
royalti, atau sewa tersebut bertempat kedu-
dukan atau berada;

c. penghasilan berupa sewa sehubungan
dengan penggunaan harta tak gerak adalah
negera tempat harta tersebut terdetak;

d. penghasilan: berupa imbalan sehubungan.
dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan ada-
lah’ negara tempat plhak yang. membayar
atau dibebani imbalan tersebut bertempat
kedudukan atau berada; '

e. _penghaﬂlanbentuk usaha tetap adalah negara
‘tempat bentuk usaha tefap tersebut merija-
lankan usaha atau melakikan kegiatan;
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serta dalarh pembiayaan atau permcdalan
dalam perusahaan pertambangan adalah
negara tempat lokasi perambangan berada;
g. keuntungan karena pengalihan harta tetap
adalah negara tempat harta tetap berada; dan
h.- keuntungan karena pengalihan harta yang
menjadi bagian dari suatu bentuk usaha
tetap adalah negara tempat bentuk usaha
_ tetap berada. .

4) Penentuan sumber penghasilan selam pengha-
silan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip
yang dimaksud pada ayat tersebut.

(5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri
yang dikreditkan temyata kemudian dikurangkan
atau dikembalikan, maka pajak yang terutang
menurut Undang-Undang ini harus ditambah
dengan jumlah tersebut pada tahun pengu-
rangan atau pengembauan itu dilakukan.

(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan
pajak atas penghasilan dar luar negeri diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan.

. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat
(6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, ayat (9) dihapus,

serta di antara.ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1=

(satu) ayat, yakni ayat (8a) sehmgga Pasal 25 ber-
~buny1 sebagal berikut: \
Pesal 25

(1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak
berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak
Penghasilan yang terutang menurut Surat Pem-
beritahuan Tahunan Pajak Penghasdan tahun
pajak yang lalu dikurangi dengan

UU RI Nomor 36 Tahu
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23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
b.  Pajak Penghasilan yang dibayar atau ter-
utang di luar negeri yang boleh dikreditkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya
bulan dalam bagian tahun pajak.
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar
sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan se-
belum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan sama dengan besarnya ang-
suran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak
yang lalu.
Dihapus.
Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan
surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang
lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali
berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan
berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan
penerbitan surat ketetapan pajak.

Dihapus.
Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk me-
netapkan penghitungan besarnya angsuran

. pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal

tertentu, sebagai berikut:
a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi keru-
gian;
b.  Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak
~ teratur; ‘
c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Peng-
hasilan tahun yang lalu disampaikan sete- .
lah lewat batas waktu yang ditentukan; .
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- Wwaktu penyampalan -dural refiivetiaiiuatl
Tahunan Pajak Penghasilan:

e. Wajib Pajak’ membetulkan sendiri Surat
Pemberitahuén'Tahunan Pajak Penghasilan
yang mendakibatkan angsuran bulanan
lebih besar dari angsuran bulanan sebelum
pembetulan; dan ' ‘

f.  terjadi perubahan keadaan usaha atau
kegiatan Wajib Pajak.

(7 Menteri ‘Keuangan menetapkan penghitungan

besamya angsuran pajak bagi:

a.  Wajib Pajak baru;

b.  bank, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah Wajlb Pajak masuk
bursa, dan Waij Pajak lainnya yang ber-
dasarkan ketentuan peraturan perundang-
“undangan harus membuat laporan keuang-
an berkala; dan

c.  Wajib ‘Pajak orang pribadi pengusaHa ter-
tentti dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol
koma tujuh pulth hma persen) dari pere-
daran bruto. [

(8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang
tidak mer iliki Nomor Pokok' Wajib Pajak dan
telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang
bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak
yang ketentuannya diatur dpngan Peraturan
Pemerintah. P Y .

(8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud  pada ayat
(8) berlaku sampa1 dengan tanggal &1 Desember
2010:

9) Dlhapus. :
Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dxubah dan ditambah 2

21.
(dua) huruf, yakni humf g dan huruf h, ayat (2)
sampai dengan ayat (5) diubah, di antara ayat (1;' )
504 ) 0% % UU RI Nomor 8({‘(Tah
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ayat, yakni ayat (2a) sehmgga Pasa 26 be*bunw
sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Ates penghasilan tersebut di bawah ini, dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, yang diba-
yarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah
jatuh tempo pembayarannya oleh badan peme-
rintah, subjek pajak dalam negeri, penyeleng-
gara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau per-
wakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada
Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha
tetap di [ndonesia dipotong pajak sebesar 20%
(dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak
yang wajib membayarkan:

a. dividen; '

b. bunga termasuk premium, diskonto, dan
imbalan sehubungan dengan jaminan
pengembalian utang;

¢. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehu-
bungan dengan penggunaan harta;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerja-
an, dan kegiatan;

e. hadiah dan penghargaan; °

f.  pensiun dan pembayaran berkala lamnya,

g. premi swap dan transaksi lindung nilai
lainnya; dan/atau

h.  keuntungan karena pembebasan utang.

(la) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri
selain yang menjalankan usaha atau melakukan
keglatan usaha.melalui bentuk usaha tetap di
Indonesia sebagajmana dimaksud pada ayat (1)
adalah negara tempat tinggal atau tempat
‘kedudukan’ Wajib Pajak luar ‘negeri yang sebe-
namya menerima manfaat dari perighasilan ter-
sebut (beneficial owner).

o g s
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1@l 11altd Ul MIUVLISI U, Do usi Yty st
dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk
usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi
yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi
luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh
persen) dari perkiraan penghesilan neto.

(2a) Alas penghasilan dari penjualan atau penga-

lihan saham sebagaimiana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20%
(dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan
neto.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak
dan suatu bentuk usaha tetap-di Indonesia di-
kenai pajak sebesar Z0% (dua puluh persen),
kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kemn-
bali di Indonesia, yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.
Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4)
bersifat final, kecuali:
a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
 dan huruf ¢; dan
b. pemotongan atas pengha51lan yang di-

- terima atau diperoleh orang pribadi atau

" badan luar negeri yang berubah status
menjadi Wajib Pajak’ dafam negeri atau
“bentuk usaha tetap.

22, Ketentuan Pasal 29 diubah sehmgga berbunyl se-
bagax berikut:

506
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pajak ternyata eblh besar danpada kredit pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1),
kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus

dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan disampaikan.

Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi se-

bagai berikut:

Pasal 31A

(1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penana-
man modal di bidang-bidang usaha tertentu
dan/atau di daerah-daerah tertentu yang men-
dapat prioritas tinggi dalam skala nasional
dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam
bentuk:

a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi
30% (tiga puluh persen) dari jumiah pe-
nanaman yang dilakukan;

b. penyusutan dan amortisasi yang diper-
cepat;

c¢. kompensasi kerugian yang lebih lama,
tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
dan )

d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen

* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apa-
bila' tarif menurut perjanjian perpajakan
vang berlaku menetapkan lebih rendah.

(2) Ketentuan lebih' lanjut mengenai bidang-bidang
usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu
yang mendapat prioritas tinggi dalam skala

_nasional serta pemberian fasilitas perpajakan
sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemenntah

24, Pasal 31B dlhapus
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27. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi seba- -

31C berbunyi sebagai berikut:
: Pasal 31C
(1) Penerimaan neégara dari Pajak Penghasilan
orang pribadi dalam negeri dan Pajak Peng-
hasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi
kerja dibagi dengan imbangan 80% untuk
Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah
Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.

(2) Dihapus.

Di antara Pasal 31C dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua)
pasal, 'yakni Pasal 31D dan Pasal 31E sehingga
berbunyi sebagai berikut: ‘
Pasal 31D
Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha
pertambangan minyak dan gas burni, bidang usaha
panas bumi, bidang usaha pertambangan umum
termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis
cyariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah. ) ’
Pasal 31E
(1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan pereda-
ran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas
berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima
puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pesal 17 ayat (1) huruf b, dan ayat (2a)

yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari

bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.
4.800.000. OOO OO (empat miliar delapan ratus
juta mplah) ‘ ‘

2) Besamyq bagxan peredaran bruto sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan
dengan Peraturan Menten Keuangan

gai berikut:
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Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi ber-
kenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini di-
lakukan sesuai dengan Undang-Undarng Nomoar 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir denga_n'Undang—Undang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang, Ketentuan |
Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 32B
Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga
atau diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan
di negara lain berdasarkan perjanjian perlakuan

“timbal balik dengan negara tain tersebut dla ur

dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 35 diubah sehmggL berbunyi seba-

"Pasal 135

Hal-hal yang belum cukup dlatur dalam rangka
pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah. 7.+

Pasal Il

Pada saat Undang-Undang ini mulai-berdaku:

1.

Wajib Pajék yang tahun bukunya berakhir setelah
tanggal 30 Juni 2001 wajib.menghitung pajaknya

‘berdasarkan I\etemtuan sebagalmana diatur- dalam

Undang- Undang Nomor 7 Tahun; 1983 tentang Pajak

'Penghasilan sebagaimana telah.beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun
2000 tentang Perubahan Ketﬁa atas Undang-
Undang Nomot-#<Tahun 1985%8hfing Pajak Peng-

hasilan.
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tanggal 30 Juni 2009 wajib menghltung pajaknya
berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang ini.
Undang-Undang ini mula1 berlaku pada tanggal 1

Januan 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng-
undangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik [ndonesia.
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pada tanggal 23 September 2008 .
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